
Menimbang

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALREPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara pada
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu
menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir
Kontrak Kerja Samanya;

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN2018

TENTANG
PERUBAHANATAS PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERALNOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANGPENGELOLAAN
WILAYAHKERJA MINYAKDANGAS BUMI YANGAKANBERAKHIR

KONTRAKKERJA SAMANYA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan
Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor '139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat

Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor6172);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
deng~ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan: Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Huiu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No~or 5047);
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5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor24);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 17Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor302);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor782);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross
Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

, ,

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);

10. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 480)

sebagaimana telah diubah' dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2017
tentang ,Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal12
Menteri menetapkan bonus tanda tangan paling sedikit US$
1,000,000 (satujuta dolar Amerika Serikat).

Pasal I
Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir

Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 544) diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERIENERGIDANSUMBERDAYAMINERALNOMOR23

TAHUN 2018 TENTANGPENGELOLAANWILAYAHKERJA
MINYAKDANGAS BUMI YANGAKANBERAKHIRKONTRAK

KERJASAMANYA.

Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1078);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir
Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 544);
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Menetapkan



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 606

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL-:

-L

WIDODO EKATJAHJANA

ttd.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2018

IGNASIUS JONAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2018

ttd.

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya,


